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LEMBARAN

NOMOR 08

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJXUR

NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIHA ESA
BUPATI CIANJUR

. bahwa di dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan

peranan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
penyalur aspirasi masyarakat, maka dipandang periu untuk
segera membuat pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara
yuridis, dengan memperhatikan aspek efisien, efektif,
transfaran serta azas keadilan dan kepatutan;

. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagai pegangan pengelolaan keuangan DPRD, periu diatur
dalam Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a

dan b, dan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3363);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 92 Tambahan Lembaran Neaara Nemear 431N\

67




10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

2 Y4 g

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor
125, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4437);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pucat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasl Keglatan Instans! Vertikal di Daerah (Lernbaran
Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lambaran Negara
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1890 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengenal Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewsnangan Propins! Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daarah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Derwan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemaerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertlb Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417),

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 02 Tahun 2001
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan
Penarbitan Lambaran Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 08 Tahun 2002
tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-
2005;

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 16 Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 04 Tahun 2004
tentang Kewenangan Daerah.



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Clanjur;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otenomi
seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati Clanjur beserta perangkat

daerah Kabupaten Clanjur sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Clanjur yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah Kabupaten Clanjur sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesual dengan peraturan perundang-undangan;

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daersh adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyal batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendirl berdasarkan aspirasl masyarakat
dalam system NKRI;

. Pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang

diberi tugas tertentu dibidangnya sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

. Bupati adalah Bupati Clanjur;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Clanjur;

Pimpinan DPRD adalah ketua, dan wakil-wakil ketua DPRD
Kabupaten Clanjur;

Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Cianjur;

Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten
Clanjur;

m. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Clanfur:



bb.

cc.

dd.

. Instans! vertikal adalah perangkat departemen dan/atau

lembaga pemerintah non departemen di daerah;

. Alat kelengkapan DPRD adalzh Alat Kelengkapan DPRD

Kabupaten Clanjur;

. Fraksi adalah Fraksi-fraksl dalam DPRb Kabupaten Cianjur;
. Komisl adalah Komisl-komisi dalam DPRD Kabupaten

Clanjur;

Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD
Kabupaten Clanjur;

. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kabupaten

Clanjur;

Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD
vyang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan
memeriksa sarta merekomendasikan palanggaran yang
dilakukan oleh Anggota DPRD; :

. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten
Clanjur;

. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
Kabupaten Clanjur;

. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Clanjur;

. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan kerja DPRD Kabupaten
Clanjur;

. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD

yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD;

. Masa reses adalah keglatan DPRD di luar masa persidangan

yang dilakukan oleh para anggota DPRD di luar gedung
DPRD;

Kode etik DPRD adalah suatu acuan ketentuan etika prilaku
sebagal acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan
tugasnya;

Staf ahli DPRD adalah seseorang yang mempunya! keahilan
tertentu untuk mendampingl CPRD di dalam pelaksanaan
tugas dan kewajlbannya;

Peraturan tata Tertib adalah Peraturan Tata Terttb DPRD
Kabupaten Clanjur;

Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan
kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan,
periakuan dan/atau tempat dalam acara resml atau
pertemuan resmi;

Protokoler adalah serangkalan aturan dalam acara
kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai
tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan
sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesual
dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,
pemerintah dan masyarakat;
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Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat paemerintah
daerah serta undangan lainnya;

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara
dalam acara kenegaraan dan acara rasmi;

Tata Tempat adalah aturan mengenal urutan tempat bagl
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah
daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi;

Tata Penghormatan adalah aturan untuk meiaksanakan
pemberian hormat bagl pajabat negara, pejabat pemerintah,
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu
dalam acara kenegaraan atau acara resmi; '

Tata Pakalan adalah tata cara rmengenakan pakalan bagil
anggota DPRD, balk dalam acara resmi, keglatan dinas
harian, keglatan kunjungan lapangan, maupun dalam
menghadirl hari-hari besar nasional/bersejarah;

Uang Representasi adalah uang yang diberikan setlap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPFRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagal Pimpinan dan Anggota DPRD;

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalaim menghadiri dan
mengikuti rapat-rapat dinas;

. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena dengan
kedudukannya sebagal ketua, wakil ketua dan anggota
DPRD;

Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagal ketua atau waki!
ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah,
atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran,
atau alat kelengkapan lainnya;

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan
pemeltharaan dan pengobatan, rumah jabatan dan
periengkapannya/rumah dinas, kendaraan jabatan, pakaian
dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya
pengurusan jenazah;

Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya
setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendzpatan dan Belanja

-Daerah Kabupaten Clanjur.
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BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Baglan Pertama
Acara Resmi
Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memneroleh kedudukan

Protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputl :

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;

b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan
pejabat Pemerintah;

c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pajabat
Pemerintah Daerah.

Baglan Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi
vang diadakan di daerah sebagal berikut :

a.
b.

Ketua DPRD di sebelah kil Bupati;

Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupatl setelah
pajabat Instansi vertikal lainnya;

. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat

Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris
Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja daerah
lalnnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagal berikut :

a.
b.

Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;

Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah
kanan Ketua DPRD;

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk

anggota;

Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesual dengan
kondisl ruang rapat.

pPasal 5

Tata témpat dalam acara pengambilan surnpah/janji dan
pelantikan Bupatl dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil

sumpah/janjl dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
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b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sabelah kiri Ketua DPRD;

. Anggota DPRD mendudukl tempat yang telah disedlakan untuk

Anggota;

. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan

pejabat yang akan mengambll sumpah/janji dan melantik
Bupati dan Wakil Bupati;

. Calon Bupati dan Wakil yang akan dilantik duduk di sebelah

kiri wakil-wakil ketua DPRD;

Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesual dengan
kondisl ruangan rapat;

. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di

sabelah kirl wakil-wakil Ketua DPRD;

. Bupati dan Wakil Bupat! yang baru dilantik duduk di sebelah

kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik
Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota
DPRD, meliputl :

Pimpinan DPRD duduk di sebelah kirl Bupati dan Ketua
Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di
sebelah kanan Bupati;

Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janjl, duduk
di tempat yang telah disediakan;

Setelah pengucapan sumpah/janjl pimpinan sementara DPRD
duduk di sebelah kiri Bupati;

. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau

pajabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk dl belakang pimpinan DPRD;

Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat
yang telah disediakan; dan

. Pers/kru TV/radlo disedlakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan
pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasii Pemilihan
Umum, sebagal berikut :

b.

Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kif Bupatl dan

‘Wakil Bupati;

Pimpinan samentara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua
Pengadiian Negeri;

. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kirl Bupati

dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah
kil Ketua DPRD;



d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pangadilan
Negeri duduk di tempat yang telah disedlakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

(1) Tata upacara dalam acara resml dapat berupa upacara
bendera atau bukan upacara bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan
jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat panghormatan sesual
dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat
pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Baglan Kelima
Tata Pakalan
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat
paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakalan
Sipil Harlan (PSH).

(2) Dalam menghadiri rapat paripurna penetapan Peraturan

Daerah, rapat paripurna istimaewa dan rapat paripurna khusus,.

pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakalan Sipil Resmi
(PSR).

(3) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa pengamblian
sumpah/janjl anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Bupati
dan peringatan-peringatan hari Naslonal/bersajarah,
pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakalan Sipil
Lengkap (PSL).

(4) Dalam hal melaksanakan pakalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampal dengan ayat (4), pimpinan dan anggota
DPRD mengenakan Lencana Lambang Daerah dan Papan
Nama.

(5) Dalam hal menghadiil acara-acara peringatan bersejarah
berkaitan dengan Kabupaten Clanjur dan/atau acara-acara
kedaerahan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD dapat
mengenakan pakalan adat.
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BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertarna
Penghasilan
Pasal 11
Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD, terdirl dari :

a. Uang representatif;
b. Uang paket;

c. Tunjangan jabatan;

d. Tunjangan panitia musyawarah;

e. Tunjangan komisi;

f. Tunjangan panitia anggaran;

g. Tunjangan badan kehormatan;

h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 12 ,
(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi.

(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok
Bupati yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% ({delapan
puluh perseratus) darl uang representas! Katua DPRD.

(4) Uang representasli anggota DPRD sebesar 75% (tujub puluh
lima perseratus) darl uang representasi Ketua DPRD.

(5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana
dimaksud ayat (1), juga diberlkkan tunjangan keluarga dan
tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang
berlaku pada Pegawal Negeri Sipil.

Pasal 13
(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket.

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10%
(sepuluh  perseratus) darl uang represaentasi yang
bersangkutan.

Pasal 14
(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar
145% (seratus empat puluh lima perseratus) darl masing-
masing uang representasl.

Pasal 15

Pimpinan dan anggota DPRD vyang duduk dalam panitia
musyawarah atau komisl atau panitia anggaran atau badan
kehormatan atau panitia legislasi atau panitia khusus, atau
panitia/komisi/badan lainnya yang diperiukan untuk mendukung
kelancaran tugas, fungsl, dan wewenang DPRD diberikan
tunjangan sebagal berikut :
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a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persaratus) dari
tunjangan jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan
jabatan Ketua DPRD;

C. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) darl tunjangan
jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan
Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak penghasiian pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 17

(1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan
tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang
besarnya sama dengan ketentuan yang beriaku pada Pegawal
Negeri Sipil Golongan IV.

(2) Keluarga pimpinan dan anggota yang mendapat tunjangan
pemellharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau
isterl beserta 2 (dua) orang asnak.

(3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pangobatan
sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk
pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asurans! kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dalam hal kemampuan keuangan daerash memungkinkan
dapat diberikan layanan pemellharaan kesshatan lainnya
berupa general check-up kepada pimpinan dan anggota DPRD
vyang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.

Pasal 18

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah
Jabatan beserta periengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan
dinas jabatan.

(2) Penyedisan rumah jabatan, periengkapan dan kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman
pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati dengan
memperhatikan prinsip penghematan dan kewajaran.

(3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta periengkapannya
dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.

(4) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir rnasa
bhaktinya wajib mengemballkan rumah jabatan beserta
periengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan balk
kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal pemberhentian.

74
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Pasal 19

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah mernungkinkan
untuk mendukung kelancaran fungsl tugas dan wewenang
DPRD, terhadap alat kelengkapan dewan dapat diberikan
kendaraan dinas operasional.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan oleh Bupatli dengan memperhatikan prinsip
penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu)
rumah dinas beserta perlengkapannya.

(2) Penyediaan rumah dinas beserta periengkapannya
sebagaimana dimaksud ayat (1), barpedoman pada standar
vang ditetapkan oleh Bupatli dengan memperhatikan prinsip
penghematan, kepatutan dan kewajarar.

(3) Belanja pemelliharaan rumah dinas dan perlengkapannya
dibebankan kepada APBD.

(4) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa
bhaktinya, wajib mengembalikan rurnah jabatan beserta
perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
pemberhentian.

Pasal 21

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD
beserta perlengkpannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan
DPRD tidak dapat disewabellkan atau digunausahakan atau
dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan atau status
hukumnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD,
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1),
berupa uang sewa rumah.

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan guna
mendukung tugas-tugas DPRD, kepada anggota DPRD
sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan bantuan
perlengkapan rumah.

(4) Uang sewa sabagaimana dimaksud ayat (2) dan bantuan
perlengkapan rumah sebagaimana ayat (3) besarannya
disesualkan dengan standar harga satempat yang berlaku,
yang ditetapkan oleh Bupat!.
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Pasal 23

(1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta
atributnya terdiri dad :

a. Pakalan sipll harlan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1
(satu) tahun;

b. Pakalan sipll resmi disediakan 1 (satu) pasang daiam 1
(satu) tahun;

c. Pakaian sipll lengkap disediakan 1 {satu) pasang dalam 1
(satu) masa jabatan.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah rnemungkinkan guna
mendukung tugas, fungsl dan wewenang DPRD, kepada
pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan pakalan diivar
sebagaimana dimasud ayat (1) seperti pakalan dinas haran,
pakalan adat, daerah pakalan olah raga dan busana muslim.

(3) Standar satuan harga dan kuzalitas bahan pakaian dinas
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh
Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan,
kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD maninggal dunia, kepada
ahli waris diberikan :

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kall uang representasi atau
apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan
uang duka tewas sebesar 6 (enam) kall uang representasi;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak darl rumah duka
atau tempat tugas sampal ke tempat pemakaman.

Baglan Ketiga
Uang Jasa Pengabdiar
Pasal 25

(1) Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa bhaktinya dibaerikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat
(1) disesualkan dengan masa bhakti pirnpinan dan anggota
DPRD dengan ketentuan :

a. Masa bhakti dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun
penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan
uang representasi;

b. Masa bhakti sampal dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

c. Masa bhakti sampal dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasl;

d. Masa bhakti sampal dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang
 jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
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e. Masa bhaktl sampal dengan 4 (empat) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uvang representasi;

f. Masa bhaktl sampal dengan 5 (lima) tahun, dibarikan uang
jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia,
uang jasa pengabdian sebagaimana dimakasud ayat (1),
diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

(1) Belanja penunjang keglatan disedlakan untuk mendukung
- kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja penunjang keglatan sebagalimana dimaksud ayat (1),
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan
DPRD berupa : kunjungan kerja, penylapan, pengkajian dan
penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan sumber daya
manusia, dan profesionalisme, dukungan pelaksanaan
keglatan pemerintahan, dan kemasyarakatan dan keglatan
kepanitiaan.

(3) Harga satuan belanja blaya penunjang kegiatan DPRD disusun
secara raslonal, wajar, patut dan terukur mengacu kepada
harga standar barang dan jasa yang ditetapkan cleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD
diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja
(RASK)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja {DASK).

(5) Input (belanja) yang diperiukan untuk keglatan tersebut
dalam ayat (3), seperti belanja pegawal, belanja barang dan
jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdirl atas
belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan
kesejahteraan pimpinan dan anggota dan belanfa penunjang
keglatan DPRD yang diformnulasikan ke dalam rencana kerja
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretaiiat
DPRD.

(2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam ketentuan
Pasal 11, dianggarkan dalam pos DPRD.

b

L
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(3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam ketentuan
Pasal 17, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24 serta belanja pentunjang
kegiatn DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke
dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja perjalanan dinas;
d. Belanja pemeliharaan;

e. Belanja modal.

j (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar
hukum.

Pasal 29

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daran.

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan
pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud
ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perarngkat
daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dalam hal penetapan Kedudukan Protokcler dan «Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalialan Rakyat Daerah yang
belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

f. BAB VII, Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

a. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Ncmor 12 Tahun 1994
tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Kabupaten Cianjur; dan

ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daetah
ini, dinyatakan dicabut dan tidak beriaku lagi.
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Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Clanjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO
Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Clanjur dengan keputusannya Nomor
172.2/09/DPRD/2004 tanggal 30 Desember 2004.

Diundangkan di Cianjur

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN
2005 SERI D1.



